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‘ ~ TENTANG A
| BA%AI MUSYAWARAH PERDAMAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA'

a..’

| BUPATI KARANGANYAR,

bai'lwa ‘dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif
dengan tetap memperhatikan 'kepastialn hukum, -
,ketertlban hukurh dan 'mengindahkén ’norma |
ker‘:tgamaan kesopanan, dan kesusﬂaan dengan tetap |
menggah nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan
yang hidup dalam masyarakat maka perlu membentuk
, Ba1a1 Musyawarah Perdamaian; ;
bahwa untuk kelancaran koord1nas1 dengan Penuntut o
Uanm dalam pelaksanaan upaya perdamalan sesuai
bde}‘lg'an Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
teﬁtang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kéadilan

Ré%toratif maka perlu -menetapkan: pedoman_

o penyelenggaraan Balai Musyawarah Perdamalan

bahwa berdasarkan pertlmbangan ' sebaga1mana
~ d1maksud dalam huruf a dan huruf b, peflu menetapkan
Pef;'aturan Bupéti ‘tentang  Balai MusYéWafah
Pe\rdamgian; | RIS SR -
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang i
kPer’nbentukank' Daerah-daerah Kabupatéri dalam
Llngkungan Provinsi Jawa Tengah o

Un\dang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran  Negara Repubhk Indones1a Tahun 2014
,No;mor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indone31a Nomor 5495) sebagmmana telah dlubah dengan



L ,‘],;Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2020‘]’ :

LR ;In<.ion631a Nomor 6573) : L g
e 3. Undang- Undang Nomor g 23 Tahun : 2014 téri't'angtk

k-‘"Pe}mermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk ‘

A

Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587) sebaga1mana

: ":Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang C1pta Kerja‘;‘f"- “

. ";Indones1a Nomor 6573)
MEMUTUSKAN

Menetapkan e ':PERATURAN BUPATI TENTANG BALAI MUSYAWARAH
e - PERDAMAIAN. | ' ‘

BAB I
KETENTUAN UMUM
| ‘Bagia‘hf Kesatu

‘ ”Pengertiar"l'

: e Pasall (R S |
Dalam Pleraturan Bupat1 ini, yang dlmaksud den gan S
. - 1. Daer'ah adalah Kabupaten Karanganyar SR T e

&
peny’elenggara Pemermtah Daerah yang Memlmpm

kewelnangan daerah otonom

3 Bupatl adalah Bupat1 Karanganyar

o “;!'tr'Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang C1pta S

. '.“”f,‘,‘Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Repubhkf Ao

Indonesm Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran\,/ .
ltellah ‘diubah beberapa kah terakhlr dengan Undang— -

. “~,Y(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2020 : |
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk .

2 Pemermtah Daerah adalah Bupatl sebagal unsur | ey

o pelaksanaan | urusan pemerlntahan yang_ menjadl



; j}"men}r'elenggarakan ' rumah tangga ’, Desanya "fd,anf‘ ol

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mem111k1 -

batas w11ayah yang berwenang untuk mengatur dan' S
menéurus urusan Pemerlntahan kePentlngan masyarakat';,‘ _—
’ ksetempat berdaéarkan prakarsa masyarakat hak asal usul |
_dan/ atau hak tradlslonal yang d1aku1 dan d1hormat1 dalam" o

,'S1stem Pemermtahan Negara Kesatuan Repubhk Indonesm

L

.,'Peme!:nntah Desa adalah Kepala Desa d1bantu Perangkat‘f’f 5o
",Desa\ sebaga1 unsur penyelenggara Pemerlntahan Desa : o
. ‘Kepala Desa adalah pejabat Pemerlntah Desa yang}},’ e

. mempunya1 : wewenang, tugas dan kewajlban untuk o

fll‘4melaksanakan tugas dar1 Pemerlntah dan Pemerlntah;

:Daerah

fKelurahan adalah Kelurahan d1 Daerah
2 Lura\h adalah Kepala Kelurahan d1 Daerah : e
Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang—undangan -
Yang d1tetapkan oleh Kepala Desa setelah dlbahas dan'”f_ : : -
‘_dlsepakatl bersama BPD. " ' o e
: ‘Korban adalah orang yang mengalam1 penderltaan ﬁ31k Sy

g mental dan atau keruglan ekonom1 yang d1ak1batkan olehf e

o

suatu t1ndak p1dana

. Keadllan Restoratlf adalah penyelesalan perkara t1ndak..:fk’ff’7k

IS

p1dana dengan mehbatkan pelaku Korban keluarga

5

"'pelaku /] Korban dan plhak 1a1n yang terkalt untuk bersama— s
sama’ mencan penyelesalan yang ad1l dengan menekankan_‘ o |
pernuhhan kembah pada keadaan semula dan bukaniﬁ
' pembalasan @ SRRl SR |
: ,'Penuntut Umum adalah Jaksa yang d1ber1 wewenang olehi» . o

\"k.“k,:%Undang Undang untuk melakukan penuntutan dan:‘}:‘f' e

S melaksanakan penetapan hak1m

V 10 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atauf'ﬁ, o

f{;_’ keadaannya, berdasarkan bukt1 permulaan patut dldugaf : J v .

o e ,7'_sebaga1 pelaku tlndak p1dana




1)

; R B'agiah Kedua
, ' Maksud dan Tujuan.

| Pasal 2 v s
Maksud Peraturan Bupati ini adalah menjadl pedoman

dalam penyelenggaraan Bala1 Musyawarah Perdamaian.

(2) TuJuan Peraturan Bupat1 ini adalah terwujudnya Keadllan

|

Restoratif dalam penanganan t1ndak pidana yang tetap- -

' memperhatlkan kepastian- hukum dan ketertiban hukum

- dengan tetap menggah n11a1—mla1 kemanusman, hukum dan‘

, keadllan yang h1dup dalam masyarakat -

()

@)

@

] . :
B ~ BABIl

Jie PENETAPAN R
| BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN
|

, . Pasal3 ,
*Seluruh Desa dan Kelurahan di Daerah d1tetapkan sebaga1 ‘

| Ba1a1 Musyawarah Perdamaian.

Penetapan Ba1a1 Musyawarah Perdamaian ‘pada Desa’ ‘
~sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) d1t1ndaklan3ut1“
,dengan penetapan Peraturan Desa ; :
Peraturan Desa sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)

, pallng sedikit memuat:

, :a ketentuan umum;

b, fas1l1tas1 upaya perdamaian; dan

| l c.| ketentuan penutup. '

Fc%rmat Peraturén Desa sebagaimané drimyaks‘u‘d péda ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian,

‘yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

|
|
|
|
|
f
|
|
|
|



S BAB Il |
. FASILITASI UPAYA PERDAMAIAN

‘ Pasal 4 - » _
- (1) Pemermtah Desa/ Kelurahan atas permlntaan Penuntut Umum‘

e dapat |

memfa3111tas1 pelaksanaan upaya perdamalan antara‘.
Tersangka dengan Korban dalam tlndak p1dana 5 e
(2) Fa8111tas1 upaya perdamalan sebagalmana dlmaksud pada ayatk
(1) berupa | o | ;
s a. mer\lgmformamkan respon masyarakat terkalt dengan t1ndak .
| pldana yang dllakukan, , ‘ ’ .
‘b mengumpulkan keluarga Korban / Tersangka tokoh atau

perwakﬂan masyarakat dan plhak lain yang terkalt dalam

o tlndak pldana dan v ' ,

c. memfasﬂltam terseienggaranya proses perdamalan yang;
i >>d11akukan secara sukarela melalui musyawarah untuk
}mufakat tanpa tekanan, paksaan ‘dan intimidasi. | |
(3) Dalam . rangka terselenggaranya " upaya perdamalan
sebaga}lmana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerlntahk
o Desa/ Kelurahan menyedlakan fasilitas paling sed1k1t berupa
. ruangan beserta meja dan kursi yang akan dlgunakan dalam
' proses upaya perdamalan dan - | ‘
b, aparatur/ perangkat Desa/ pegawa1 dalam rangka menjaga ,
e kert‘ertlban‘upaya‘ perdamaian. ’
Sl v Pasal 5 _
(1)'Dalar#i rangka kelancaran fa3111ta31 upaya perdamaian
_‘sebaéalmana dimaksud dalam Pasal 4, ‘Lurah/ Kepalai'béSa

berkoord1na31 dengan Camat dalam rangka pelaksanaan serta )
pemenuhan fasilitas upaya perdamaian sebagalmana :
| dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (3). » o s
(2) Dalam rangka kelancaran fasilitasi upaya perdamalan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 Lurah/ Kepala Desa

dapa1’: membentuk Panitia Pelaksana Upaya Perdamalan

".(3) Pan1t1a Pelaksana Upaya Perdamalan sebagalmana dlmaksud
‘ pada ayat (2), terd1r1 dari: ‘

Ta. Kepala Desa/ Lurah selaku Ketua
,[



” b 'iSekretarls Desa/ Sekretans Lurah selaku Sekretarls
= c Kas1 Kesejahteraan Sos1a1 sebagal anggota, S
5 d Kas1 Ketentraman dan Keteruban sebagal ahggota dan
- ;  » vk'e'.; ,toLkoh masyarakat sebagal anggota ‘ : S

dlmaksud pada ayat (2) mehputl

serta pemenuhan fasilitas upaya perdamalan

(4) Tugas Pan1t1a Pelaksana Upaya Perdamalan sebagalmana]; . o

a berkoordlna31 dengan Camat dalam rangka pelaksanaan*

~b. berkoord1nas1 dengan Penuntut Umum dalam rangka

pelaksanaan upaya perdamauan dan .
c melaksanakan fasilitasi_ upaya perdarna1an sebaga1mana

d1maksud dalam Pasal 4,

|

= Desa/ Lurah. .

 BABIV
PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

..(1) Kepala Desa/ Lurah melaporkan hasil pelaksanaan fa51htas1,'

o upaya perdamalan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ‘
kepada Bupatl melalui Camat. -

(2) Dalam rangka pembmaan fas111ta31 upaya perdamauan yang .

fdapat )‘ membentuk T1m Pembmaan dengan susunan ’I‘1m '
sebagm ber1kut ‘ SN et ’
e a Forum Kooordinasi P1mp1nan Daerah selaku Penasehat
b b;*‘Kepala KeJaksaan Negerl Karanganyar selaku Penanggung B
ft‘;;i'Jawab | e - 7 |
c ,1‘Kepa1a Seks1 T1ndak Pldana Umum Kejaksaan Negen_
i Kar}\anganyar selaku Ketua SR Lo

o d Kepala Seks1 Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaanf’-v,

|

Neger1 Karanganyar selaku Anggota,

| e ; Kepala D1nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku i

. anggota dan :

|

£ 'Can\rlat setempat selaku anggota 1

|
|
I
|
\
|

(5) Panltla Pelaksana Upaya Perdamalan sebagalmana d1maksudf

pada ayat (2) d1tetapkan dengan Keputusan’ Kepala‘i’ L

| : d11aksanakan oleh Pemermtah Desa/Kelurahan, maka Bupat1 i



(3) Tuga \Tlm Pemblnaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)'

mehput1

a. pembentukan regula31 sebagal pedoman pelaksanaan Bala1 ‘
Musyawarah Perdamaian;

b. s081ahsa81 pelaksanaan upaya perdamalan dalam rangka.

mewujudkan Keadilan Restoratif; dan

C. penmgkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana upaya b
perdamalan - '

[ el e e BABV
| KETENTUAN PENUTUP

'_-l~ . Pasal? 7 g
@ Pcratur%m Bupéti ini mulai berlaku pada_tanggal diundangkan.
~Agar fSetiap . orang mengetahuinya' - memerintahkan *
pengundangan Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya -
“dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar '
: 1\  ST ,Ditetgpkan di Karanganya?_r_ :
] T ~ pada tanggal 30 Maret 2022

| BUPATI KARANGANYAR,

| [
o | JULIYATMONO
:Diuhdéhgkan d1 Karangaxijyar ST .

| "-’pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN KARANGANYAR

,SUTARNO et i

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 27
SO (VAP RIN T Salinan sesuai dengan aslinya

T | - SEKRETARIAT DAERAH
ml=m] ~ KABUPATEN KARANGANYAR




,VVLAMPIRAN R
i ‘PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
. NOMOR 27 TAHUN 2022 .

“‘,TENTANG e "

© FORMAT PERATURAN DESA TENTANG BALAL MUSYAWARAH P*ERD,AMA‘AN o

KEPALADESA S s e
KECAMATAN....‘; KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR TAHUN S
L fﬂBALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN ‘

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' | KEPALA DESA

,BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN e

Memmbang a.. bahwa dalam rangka terpenuhmya keadllan restoratlf b i

pedoman dalam pelaksanaan upaya perdamalan

 :,'; b'. . bahwa berdasarkan : pert1mbangan sebagalmana

o L Desa tentang Ba1a1 Musyawarah Perdamalan

dengan upaya perdamalan dalam penanganan perkara E :
 loerta’ ntuk pembentukan dan pelaksanaan Balaly:; S

s Musyawarah Perdamalan maka perlu menetapkan i S

dlmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan;f .

Mengmgatl 'vUndang-Undang Nomor ‘ 13 Tahun | 1950 tentangv" e

o Pembentukan Daerah daerah Kabupaten . ,daIM-
L a ;L1ngkungan Prov1ns1 Jawa Tengah | o

2 _’Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .

";'»_”Clpta Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indoneswt

o ‘,(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2014»? S
L ‘;k'Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk o 3
; "“Indone31a Nomor 5495) Sebagalmana telah dlubah

fdengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang k



! Méﬁetapkan ‘

. ‘Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara -
- IRepublik Indonesm Nomor 6573),
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2022 v

: \tentang Balai Musyawarah Perdamalan (Berita Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 27)’;

; i Dengan Keysepakatan Bersetfna - ‘
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
- dan
e KEPALA DESA
Eate MEMUTUSKAN R 4
PERATURAN DESA TENTANG BALAI MUSYAWARAH
PERDAMAIAN. |
|

BAB I
KETENTUAN UMUM

| .~ Bagian Kesatu

et N ; 'kPengerti'an‘

Pasal 1

‘DalamPératufah Desa ini yang dimaksud dengan :

1.

- Desaiadalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

: kw11ay‘ah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus |

urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat'

: 'berdalsarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/ atau

hak ‘trad1s1ona1 yang d1aku1 dan dihormati dalam s1stem

= Pemerlntahan Negara Kesatuan Republik Indonesm

_Pemerlntah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa'

sebaga1 unsur penyelenggara Pemermtahan Desa

i Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunya1

Wewenang, tugas, dan kewajlban untuk menyelenggarakanw |

’ rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari

. Pemermtah dan Pemerintah Daerah



Béda‘n Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD

adalah lembaga yang melaksanakan fungs1 Pemerintahan yang
' anggotanya merupakan | wakil dari penduduk ‘Desa
' .‘berdalsarkan keterwakilan w11ayah dan dltetapkan secara* :
. 1demokrat1s T A
Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang—undangan yang
d1tetapkan oleh Kepala Desa setelah dlbahas dan d1sepakat1: ,
bersama BPD.. ' '
Keadllan Restoratlf adalah penyelesalan perkara t1ndak pidana
k k_dengan mehbatkan pelaku Korban, keluarga pelaku/ Korban,
~dan plhak lain yang terkait untuk bersama—sama mencari
penyelesa1an yang adil dengan menekankan pemuhhan
kembah pada keadaan semula, dan bukan pembalasan
Korban adalah orang yang mengalam1 penderltaan ﬁ51k
v mental ‘dan atau keruglan ekonomi yang d1ak1batkan oleh. '
 suatu t1ndak pidana. S B v
Penuntut Umum adalah jaksa yang d1ber1 wewenang oleh -
Undang—Undang untuk  melakukan penuntutan dan
‘melaksanakan penetapan hakim. o , -
. Tersangka adalah - seorang yang karena perbuatannya atau
.keadaannya, berdasarkan ‘bukti permulaan patut dlduga‘ .

sebaga1 pelaku tindak pidana.

o | Bagian Kedua
I Maksud dan Tujuan

| | Pasal 2
(1) Maksud Peraturan Desa ini adalah menjadi pedoman dalam
' fasilitasi penyelenggaraan Balai Musyawarah Perdamalan
' sekahgus pedoman koord1nas1 dengan Penuntut Umum;
| dalam rangka rnequudkan Desa sebagai Balai Musyawarah

Perdamalan

(2) ’I‘uJuan Peraturan Desa ini adalah terwujudnya keadﬂan];

| ,
restoratlf dalam penanganan t1ndak pidana“ yang tetap S

' memperhatlkan kepastlan hukum dan keteruban hukum
; dengan tetap menggah nilai-nilai kemanu31aan hukum, dan'

keadﬂan yang h1dup dalam masyarakat

\
o

=
B



| BABII
FASILITASI UPAYA PERDAMAIAN

: Pasal 3 ; \ ,

: (1). Pemerintah Desa atas permintaan Penuntut Umum dapat.

o memfa‘s111ta81 ‘ pelaksanaan upaya perdamalan ant'arg
Tersangka dengan Korban dalam'ti'ndak pidaha' : B

(2) Fas111ta31 upaya perdamalan sebagaimana dlmaksud pada ayat il
(1) benylpa

,"a. meng1nforrnas1kan respon masyarakat terkalt dengan t1ndak
plda’ma yang dilakukan; | s
b ‘mengumpulkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau
o perWakllan masyarakat, dan pihak lain yang terkait dalam

tindak pidana; dan . -
~ c mer‘nfasﬂltam terselenggaranya proses perdamalan yang
» dllakukan secara “sukarela, dengan musyawarah untuk
mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan 1nt1m1da31 V '

(3) DalamI , rangka terselenggaranya  upaya perdamaian

sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerlntah Desa

menyedlakan fasilitas palmg sed1k1t berupa
a. ruangan beserta meJa dan kursi yang akan dlgunakan dalam '
' proses upaya perdama1an dan |
: b pergngkat Desa/personil dalam rangka menjaga ketertiban
v upaf1ya perdémaian. | | '
‘ ’ , Pasal4 | ,
(1 ) Dalarﬁ rangka kelancaran fasilitasi - upaya perdamalan
: sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Desa dapat
: membentuk Panitia Pelaksana Upaya Perdamalan

(2) Pamtla Pelaksana Upaya Perdamaian sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1), terdiri dari: -
-a. Kepala Desa selaku Ketua;

Sekretarls Desa selaku Sekretaris; ,

Kasi Kesejahteraan Sos1al ‘sebagai anggota

Ka31 Ketentra.rnan dan Ketertlban sebagaJ anggota dan ; v

tokoh masyarakat sebagai anggota

]
)
\

: \‘



(3) Panltla Pelaksana Upaya Perdamalan sebagalmana d1maksud

pada ayat (2) dltetapkan dengan Keputusan Kepala Desa : '  :

BABIII S
PEMBIAYAAN e

| Pasal 5 '

o dana 1a1n yang sah dan t1dak menglkat
BABIV e
KETENTUAN PENUTUP

o Pasal 6

i Peraturan Desa ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

; pengundangan Peraturan Desa ini- dengan penempatanny‘ar o

e ; '~ dalam Berlta Desa

| D1tetapkan d1 £
pada tanggal

KEPALA DESA

_v.,D1undangkan d1 |

pada tanggal
S "'?SEKRETARIS DESA |
EMBARAN DESA

" TTD o

o A suuvatwono

Pemb1ayaan dalam pelaksanaan fas111ta31 upaya perdamalanf.

S ;,,_,dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Desa danf»*f_ .

; Agar setlap 7 orang ‘ mengetahumya memerlntahkani

 BUPATI KARANGANYAR,



